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ABSTRAK

Sari, Pramita, Dian. 2011. Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam
Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu di
Kabupaten Batang). Prodi IImu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri
Semarang. Dosen Pembimbing | : Drs. Herry Subondo, M.Hum. Dosen
Pembimbing Il : Anis Widyawati, S.H, M.H. 95 Halaman.

Kata kunci : Peran Lembaga Bantuan Hukum, Penegakan Hukum.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua
orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai
dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya
perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum menjamin
adanya penegakan hukum. Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan
bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana
dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana di
dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai
penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi
mereka.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana
Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara
kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk
randu di Kabupaten Batang ? (2) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca
putusan Pengadilan Negeri Batang ?. Tujuan Penelitian dalam penelitian ini
adalah (1) Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa
dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. (2) Untuk mengetahui
upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di
Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Sumber data penelitian adalah salah satu
Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Semarang, arsip-arsip yang berhubungan
dengan kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara kepada salah satu Advokat di Lembaga
Bantuan Hukum Semarang yaitu Asep Mufti, S.H, wawancara dengan mantan
terdakwa Manisih, serta dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peran Lembaga Bantuan Hukum
Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada
terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang adalah
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para terdakwa dengan
cara mendampingi para terdakwa mulai dari proses penuntutan di Kejaksaan
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sampai proses persidangan di Pengadilan. (2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca
putusan Pengadilan adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang
termaginalkan.

Simpulan dan saran yang direkomendasikan penulis adalah : (1) Dalam
kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang kepastian hukumnya sudah
sesuai, terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, namun keadilannya
belum tercapai, tidak sesuai dengan harapan yang ingin diperjuangan oleh
Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Seharusnya dalam kasus ini para terdakwa
diputus bebas murni, karena memang telah terbukti mengambil satu buah karung
buah randu, namun demikian perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan
melawan hukum. (2) Pasca putusan Pengadilan Negeri Batang sebenarnya
Lembaga Bantuan Hukum Semarang ingin mengajukan upaya hukum banding.
Lembaga Bantuan Hukum Semarang ingin mengajukan upaya hukum banding
karena apa yang menjadi harapan Lembaga Bantuan Hukum Semarang agar para
terdakwa mendapat putusan babas murni tidak tercapai. Tetapi sebelum upaya
banding dilakukan, pihak keluarga para terdakwa menginginkan agar proses
hukumnya hanya sampai pada putusan Pengadilan Negeri Batang saja, karena
para terdakwa ingin segera hidup tenang dan biar tanpa ada persoalan hukum
lainnya yang akan dihadapi lagi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum berhubungan dengan manusia. Sejak lahir sampai meninggal,
manusia tidak terlepas dari hukum yang berupa aturan-aturan. Manusia
bahkan janin dalam kandungan dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu
pemegang hak dan kewajiban hukum.

Dalam sistem hukum berlaku asas fictie hukum, artinya setiap orang
dianggap telah mengetahui Undang-undang. Konsep rule of law yang
memeberikan status tertinggi kepada hukum, mendahlilkan tidak seorangpun
boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedudukan dan
kekuasaanya. Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, negara, dan
masyarakat, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal
ini setiap orang berhak membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak
mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit bantuan hukum adalah
jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak
mampu.

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu

kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan



dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka
terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk
menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.
Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang,
etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya
miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Untuk mendapat pengukuhan tentang jalan yang dapat ditempuh dalam
menegakkan haknya, seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan
untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan
hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pada
tingkat pemeriksaan telah banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang
terdakwa menerima suatu putusan pengadilan, dinilai tidak sesuai dengan rasa
keadilan. Hal tersebut sering terjadi hanya disebabkan ia tidak mampu
mendapatkan (membayar) penasihat hukum yang dapat memberikan bantuan
hukum terhadap keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan
dalam membela suatu perkara. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang
dapat dipergunakan untuk' meringankan atau menunjukkan kebenarannya
dalam perkara itu, padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang
dapat diperoleh tanpa bayar. Pada tingkat pemeriksaan bahkan seringkali
tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya

untuk didampingi advokat.



Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum
dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu atau golongan
lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan
profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan
kemanusiaan untuk mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu
kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal
tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945
Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan
konstitusional. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan
hukum terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana
dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka
yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Hal tersebut terdapat
dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang
ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan
bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki

peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga ia



tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga
untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat
tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Dengan adanya bantuan hukum maka orang yang tidak mampu yang
dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam
proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat
hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan
perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping
itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih
meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Bantuan hukum perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih
ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika
la miskin, sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan
suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan
dari penegakan hukum untuk menegakan hak-hak para tersangka atau
terdakwa. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan
adanya tekanan-tekanan  dalam' setiap tingkat pemeriksaan yang dapat
digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal
tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri
tersangka/terdakwa, dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa
hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka penulis terdorong untuk

mengadakan penelitian tentang peran lembaga bantuan hukum dalam



perjuangan penegakan hukum, sehingga dalam hal ini akan diwujudkan
dengan bentuk Penelitian dengan judul : “PERAN LEMBAGA BANTUAN
HUKUM SEMARANG DALAM PERJUANGAN PENEGAKAN
HUKUM (STUDI KASUS ATAS PENCURIAN KAPUK RANDU DI

KABUPATEN BATANG)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Kasus ini berawal dari terdakwa dan dua anaknya memungut sisa-sisa
panen kapuk randu yang jatuh ke tanah di perkebunan milik PT. Segayung.
Dengan alasan melakukan tindak pencurian mereka dilaporkan ke Polres
Batang. Akhirnya mereka mendekam di rumah tahanan Rowobelang karena
dituduh telah mencuri 14 (empat belas) kilogram kapuk randu senilai kurang
lebih Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Ada beberapa hal yang menarik untuk di cermati. Pertama, kasus ini
menimpa wong cilik (rakyat kecil), dalam pendekatan kausalitas memang
akibat yang terjadi tidak jauh dari sebab yang diperbuat oleh mereka. Jika
memang secara yuridis perbuatan mereka terbukti melanggar hukum sudah
pastinya kesalahan seberapa besar kecilnya tetap harus ditindak secara hukum.
Alasan ini tentunya disepakati oleh siapapun yang mencintai dan menegakan
keadilan, tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika para koruptor yang
mengambil uang rakyat dan negara bermiliar-miliar bahkan triliunan bebas

berkeliaran tanpa penyelesaian yang jelas.



Dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ini, yang
pertama vyaitu empati publik semata-mata bukan karena perbuatan
pencuriannya yang hanya bernilai ribuan rupiah melainkan lebih pada rasa
keadilan yang dengan mudahnya diperjualbelikan. Kedua, nilai nominal
barang yang dicuri kecil, memang ini bukan berarti menjadi alasan bebas dari
jeratan hukuman, tetapi lebih memiliki makna simbolis bahwa kebutuhan
manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat yang paling
bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kebutuhan pada tingkatan yang
lebih tinggi tidak mungkin timbul sebelum kebutuhan yang lebih mendasar
terpenuhi, sehingga konteks kasus pencurian kapuk randu ini mengindikasikan
bahwa kebutuhan dasar mereka adalah baru sebatas untuk urusan perut.
Mereka tidak akan memikirkan kebutuhan lainnya sebelum kebutuhan dasar
terpenuhi. Hal inilah yang dikenal dengan istilah motif (dorongan) atau dalam
istilah hukum dimaknai sebagai alasan atau dasar terhadap perbuatan yang
dilakukan.

Dalam hal ini masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai

berikut :

(1) Apakah yang menjadi alasan pencurian kapuk randu yang terjadi di wilayah
Kabupaten Batang ?

(2) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam
memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa

dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ?



(3) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan ?

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah perlu kiranya adanya pembatasan masalah
untuk memudahkan penulis merumuskan permasalahan. Dari identifikasi
masalah yang penulis buat, selanjutnya pembatasan masalah dalam penelitian
ini adalah :

(1) Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan
antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus
pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ?

(2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan ?

Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif dan

penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk
memberikan kemudahan bagi penulis dalam merumuskan suatu permasalahan
yang akan diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta
memeperoleh jawaban yang sesuai dengan yang diharapakan.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :



(1) Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam
memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa
dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ?

(2) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan ?

1.5. Tujuan Penelitian
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam
memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa
dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

(2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan olenh Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan

Pengadilan.

1.6. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian pasti terdapat manfaat yang diharapkan, sehingga
manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.6.1. Manfaat Teoritis

(1) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai peran Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara



kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian
kapuk randu di Kabupaten Batang.

(2) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai upaya-upaya
yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam
memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

(3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di

Prodi IImu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

1.6.2.  Manfaat Praktis
1.6.2.1. Bagi Terdakwa
Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sangat
berpengaruh penting bagi terdakwa, karena dengan adanya peran
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam kasus yang
dihadapi dapat sedikit memberi bantuan terhadap proses hukum yang
sedang dihadapi terdakwa.
1.6.2.2. Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
Untuk menegakkan keadilan, dimana bantuan hukum
merupakan upaya membantu terdakwa memperjuangkan nama baiknya
pasca putusan Pengadilan.
1.6.2.3. Bagi Penulis
(1) Dengan mengadakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Semarang, penulis dapat mengetahui apa yang menjadi alasan dan

penyebab terdakwa melakukan pencurian kapuk randu di PT. Segayung

Kabupaten Batang.
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(2) Dengan mengadakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Semarang, penulis dapat mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan
keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di
Kabupaten Batang.

(3) Dengan mengadakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Semarang, penulis dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan
terdakwa pasca putusan Pengadilan.

(4) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Prodi
lImu Hukum, Fakultas Hukum, dan Universitas Negeri Semarang.

1.6.1.4. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan
wawasan kepada masyarakat mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan

keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten

Batang.

1.6.2.5. Bagi Lembaga Universitas Negeri Semarang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khusus di perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam hal mengenai peran
lembaga bantuan hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara
kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian

kapuk randu di Kabupaten Batang.
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1.7.  Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian penulisan skripsi

ini, maka akan dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

1.7.1.

1.7.2.

Bagian Awal Skripsi Berisi : Judul, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto
dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar
lampiran.

Bagian Pokok Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini secara umum berisi : Latar belakang, identifikasi
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini berisi tentang uraian hasil tinjauan pustaka dan
kerangka berfikir yang erat hubungannya dengan peran lembaga
bantuan hukum (LBH) Semarang dalam perjuangan penegakan hukum.
Tinjauan pustaka ini terdiri atas 6 (enam) pokok pembahasan yaitu :
(1). Peran, (2). Penegak Hukum, (3). Proses Perkara Pidana, (4).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH), (5). Pencurian, 6. Terdakwa.

2.2 Kerangka Berfikir

Dalam kerangka berfikir ini peneliti memberikan gambaran umum
mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi seorang terdakwa

melakukan tindak pidana pencurian dan khususnya mengenai seberapa
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besar peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam
perjuangan penegakan hukum dalam kasus pencurian kapuk randu
yang terjadi di Kabupaten Batang tersebut.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini terdiri dari dasar penelitian, metode pendekatan, lokasi
penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan tekhnik
pengumpulan data, metode analisis data, prosedur penelitian.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan
pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang
didapat dalam penelitian yang berkaitan dengan perjuangan penegakan
hukum atas kasus pencurian kapuk randu yang terjadi di Kabupaten
Batang yaitu mengenai :

4.1. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam

memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa

dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang.

4.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

BAB 5 : PENUTUP
Dalam Bab ini meliputi Simpulan dan Saran, yaitu uraian secara garis

besar mengenai hasil penelitian dan harapan-harapan penulis.
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1.7.3. Bagian Akhir Skripsi
Dalam Bab ini berisi tentang : Daftar pustaka, daftar bagan, dan daftar

lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

skripsi ini.

FPERPUSTAKAAN

UNNES



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1. Tianjauan Pustaka
2.1.1. Peran
Setiap pihak mempunyai perangkat peran tertentu, dimana
seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain dan Lembaga-
lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak

menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peran.

Menurut  Soekanto (1983 : 212) ”Peran merupakan aspek
dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan
peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya
tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada
yang lain dan sebaliknya, tidak ada peran tanpa kedudukan atau

kedudukan tanpa peran”.

Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peran juga mempunyai dua
arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola
pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus mempunyai arti bahwa peran menentukan
apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang
diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah karena ia
mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas

tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang

14
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bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-
orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat
merupakan hubungan antara antara peranan-peranan individu dalam masyarakat,

dimana peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan
posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat
(social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat
individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada
fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang
menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.
Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

(1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
kemasyarakatan.

(2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

(3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat. (Soekanto 1983 : 213).

2.1.2. Penegak Hukum

Dalam kasus pencurian kapuk randu di PT. Segayung Kabupaten Batang
ini, maka yang akan dibahas dalam permasalahan penelitian adalah peran

penegak hukum terutama advokat. ”Advokat adalah orang yang berpraktik
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memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang
memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku”. (Aminah

2009 : 37).

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang
Advokat (UU Advokat), istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam,
seperti pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat, dan lain-lain.
Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat, istilah-istilah tersebut

distandarisasi menjadi Advokat.

Secara harfiah, pengacara berarti orang atau individu maupun individu-
individu yang tergabung dalam suatu kantor, yang beracara di pengadilan,
sedangkan advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun sebagai konsultan

dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata.(Aminah 2009: 37).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan advokat adalah suatu
profesi terhormat (officium nobile). Profesi terhormat dimana adanya kewajiban
mulia atau terpandang dalam melaksanakan pekerjaan. Ungkapan yang mengikat
profesi terhormat adalah noblesse oblige, yaitu kewajiban untuk melakukan hal
yang terhormat (honorable), murah hati (generous), dan bertanggung jawab
(responsible), yang dimiliki oleh mereka yang mulia, sehingga setiap advokat
tidak saja harus jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga harus mendapatkan

kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan berperilaku demikian.

Terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang
Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 dan 3 yaitu seorang sarjana hukum dapat
diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat

(admission to the bar). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia
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telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan
hak eksklusif : (1) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat, (2)
berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan (3) menghadap di
muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi juga perlu
diingat, bahwa hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban
advokat kepada masyarakat, yaitu (1) menjaga agar mereka yang menjadi
advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan
mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat ini, serta (2) oleh karena
itu bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi

terhormat ini.

Salah satu kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberi
bantuan hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin).
Dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa seorang
advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang
memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga pada Pasal 4 kalimat : “mengurus
perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Asas ini dipertegas lagi dalam
Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia alinea 8 "kewajiban untuk memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu”. Asas
ini dalam International Bar Association (IBA) dikenal sebagai “Kewajiban

Mewakili Orang Miskin™ (duty to represent the indigent).

Meskipun di Indonesia telah ada organisasi-organisasi bantuan
hukum yang membantu kelompok miskin, seperti Lembaga Bantuan

Hukum (LBH), dan Biro Bantuan Hukum (BBH), namun kewajiban
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advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin

tetap harus diutamakan.

2.1.3. Proses Perkara Pidana

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana

merupakan proses yang panjang memebentang dari awal sampai akhir melalui

beberapa tahapan sebagai berikut :

(1) Tahap penyidikan

(2) Tahap penuntutan

(8) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

(4) Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Kepolisi
an

Kejaksa
an

Pengadil
an

Lembaga
Pemasyaraka

Dalam pada itu, apabila proses perkara pidana tersebut ditinjau dari segi

pemeriksaannya yaitu pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dan para saksi,

maka tahapannya dibagi menjadi dua. Tahap pertama tahap pemeriksaan pendahuluan

(vooronderzoek) dan tahap kedua tahap pemeriksaan pengadilan (gerechtelijk

onderzoek).

Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP, maka pemeriksaan

pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik termasuk di

dalamnya penyidikan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum

dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Atau dengan perkataan lain

pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan.
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Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan pengadilan (gerechtelijk onderzoek)
adalah pemeriksaan yang dilakukan di depan pengadilan, yang dipimpin oleh hakim

dan sifatnya terbuka untuk umum.

2.1.3.1. Penyidikan dan Penyelidikan
Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan ini dirumuskan sebagai
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. Dalam Kkenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak

pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

(1) tindak pidana apa yang telah dilakukan

(2) kapan tindak pidana itu dilakukan

(3) dengan apa tindak pidana itu dilakukan

(4) bagaimana tindak pidana itu dilakukan

(5) mengapa tindak pidana itu dilakukan

(6) siapa pembuatnya.

Di samping fungsi penyidikan KUHAP mengenal pula fungsi penyelidikan,
yang di dalam Pasal 1 butir 5 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Dalam hubungannya dengan fungsi penyelidikan, pedoman pelaksanaan
KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri
sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yang berupa
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan

penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Adapun latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi

penyelidikan di dalam KUHAP antara lain untuk perlindungan dan jaminan
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terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam
penggunaan wewenang alat-alat pemaksa (dwangmiddelen), ketatnya pengawasan
dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa
yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara
jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih lanjut
dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya alat-alat
pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang
didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai
tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan

penyidikan.

Dengan demikian KUHAP telah mengatur ketentuan-ketentuan yang
berusaha mencegah digunakannya alat-alat pemaksa secara gegabah. Dengan
perkataan lain, bahwa alat-alat pemaksa itu baru digunakan sebagai tindakan yang

terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.

Penyelidikan ataupun penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang
harus dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan
telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus egera diusahakan apakah hal
tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana,

dan jika iya siapakah pembuatnya. (Sutarto 2005 : 45).

2.1.3.2. Penuntutan
Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada
pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7

KUHAP, tercantum definisi penuntutan sebagai berikut :



21

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Penuntut umum ditentukan di pasal 13 jo. Pasal 1 butir 6 huruf b
yang pada dasarnya berbunyi :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh

undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim”.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004, yang
menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan
oleh kejaksaan. Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan
republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada kejaksaan (Pasal
30), yaitu :

(1) Melakukan penuntutan

(2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;

(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;

(4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan Undang-Undang.

(5) Melengkapi ' berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melengkapi pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan
kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinaskan dengan
penyidik.

Mengenai kebijakan  penuntututan, penuntut umumlah yang
menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah
tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur
dalam Pasal 139 KUHAP, jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu

perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara
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tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat surat
ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat
ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib
dibebaskan untuk menututp perkara demi hukum seperti disebutkan dalam
(Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP).

Penuntutan perkara dilakukan oleh penuntut umum, dalam rangka
pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah
jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya,
penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil
penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara
ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang
dituangkan dalam surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan
sedangkan surat ketetapan sudah diterbitkan maka tersangka harus segera
dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud
tersebut diberitahukan kepada tersangka, atau keluarga atau penasihat
hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyididik atau hakim. Atas surat
ketetapan ini maka dapat dimohonkan kepada pengadilan, sebagaimana
diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila didapati alas an

baru, penuntut umum dapat melakukan penunutan terhadap tersangka.
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Penututan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera
dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat. Dengan permintaan agar
segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat
dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani
olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian
secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik
dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan
penuntutanya, maka hal tersebut dapat dilakukan sebelum pengadilan
menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan
hanya satu kali selambat lambatnya tujuh hari sebelum siding dimulai.
Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan dakwaan disampaikan

kepada terdakwa atau kuasa hukumnya dan penyidik, Pasal 144 KUHAP.

2.1.3.3. Sidang Pengadilan

Setelah penuntutan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang
pengadilan. Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan,
dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa
dengan teliti. Adapun proses jalannya persidangan dalam hukum acara
pidana secara keseluruhan yaitu :

(1) Sidangl Pembacaan Surat Dakwaan

(2) Sidang Il  Eksepsi

(3) Sidang Il Tanggapan Jaksa Penuntut Umum

(4) Sidang IV Tanggapan atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum
(5) SidangV Putusan Sela
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(6) Sidang VI Pembuktian (Pemeriksaan saksi/saksi ahli)
(7) Sidang VIl Pembacaan Tuntutan (Requisitoir)

(8) Sidang VIII Pembacaan Pembelaan (Pledooi)

(9) Sidang IX Pembacaan Duplik

(10) Sidang X  Pembacaan Putusan

Setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim, terdakwa
masih memiliki upaya hukum terdapat dua upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh terdakwa, yaitu :

(1) Upaya Hukum Biasa

(2) Upaya Hukum Luar Biasa

2.1.4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dididrikan atas gagasan DR. lur. Adnan
Buyung Nasution, S.H dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke Il
tahun 1969. Gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat
Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970
yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum

yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum didirikan pertama kali di Jakarta, dengan
pendirian LBH di kota-kota lain, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang,
Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar,
Manado, dan Papua. Selanjutnya untuk mengkoordinasikan keseluruhan kerja-kerja
LBH dibentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Aminah 2009 :

47).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan Organisasi Non
Pemerintah (Ornop), karena didirikan atas dasar inisiatif dari elemen masyarakat

tertentu yaitu Persatuan Advokasi Indonesia (Peradin). Dalam hal ini Lembaga
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Bantuan Hukum (LBH) berkiprah dalam menyediakan bantuan hukum kepada
masyarakat miskin, buta hukum, dan kelompok-kelompok masyarakat yang
termajinalkan.

Selain di tingkat domestik, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga
dirujuk oleh publikasi regional dan internasional sebagai salah satu lembaga
penting yang memberi pelayanan bantuan hukum dan perlindungan hak asasi
manusia.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI) kokoh berdiri hingga hari ini, diantaranya Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) dengan para advokat dan aktivisnya yang memiliki
karakter dan ciri khas, memperoleh dukungan dari para pemikir, intelektual,
tokoh masyarakat, mendapat kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat, tradisi
transparansi dan akuntabilitas, serta memperoleh dukungan dan dana bagi
aktivitas dan operasional bantuan hukum, meskipun pada awal berdiri banyak
dibantu pejabat negara, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berhasil
meneguhkan indepedensi dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat kecil dan
kelompok masyarakat marjinal dan dimarjinalkan.(Nasution 2007 : 15).
2.1.4.1. Peran/Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Melakukan

Advokasi Hukum

Di dalam buku peringatan 2 (dua) tahun berdirinya Lembaga
Bantuan Hukum dijelaskan mengenai peranan dan fungsi LBH adalah

sebagai berikut :
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(1) Public service. Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena
sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau
kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat,
maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan
cuma-cuma.

(2) Social education. Sehubungan dengan kondisi social cultural,
dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan
sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan
penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik
masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya menurut hukum.

(3) Perbaikan tertib hukum. Sehubungan dengan kondisi social politic,
dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-
perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi
pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan
pekerjaan-pekerjaan Ambudsman selaku partisipasi masyarakat
dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-saran nya
untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi
tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

(4) Pembaharuan hukum. Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam
melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali
peraturan-peraturan hukum yang sudah lama tidak memenubhi
kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang Dbertentangan atau
menghambat perkembangan keadaan. Lembaga dapat mempelopori
usul-usul perubahan undang-undang.

(5) Pembukaan lapangan (labour market). Berdasarkan kenyataan
bahwa dewasa ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-
sarjana hukum vyang tidak atau belum dimanfaatkan atau
dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan
bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan
Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu
kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten,
maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung
dan di manfaatkan.

(6) Practical training. Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya
bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan
menjaga  hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu
pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dan fakultas-
fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan
keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas
hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para
mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan
dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat
menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan
dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian
sekaligus mendapatkan pengalaman. (www.bantuanhukum.com).
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2.1.4.2. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum

(1)

()

3)

Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas
tatanan hukum sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara
demokratis (a just, humane, and democratic socio-legal system).
Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu
menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga
melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan
hukum (a fair and transparent institutionalized - legal-administrative
system).

Terwujudnya suatu sistem' ekonomi, politik, dan budaya yang
membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap
keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan
memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan
memjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (an open political-economic
system with a culture that fully respects human rights). (Aminah 2009 :

47).

2.1.4.3. Pengertian Hak Atas Bantuan Hukum

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara

universal dan melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Setiap

manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia,

bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Hak itu tidak

boleh sesaat pun dirampas atau dicabut.
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (UU HAM), merumuskan Hak Asasi Manusia sebagai
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU HAM).

Salah satu prinsip Hak Asasi Manusia adalah perlakuan sama di
muka hukum (equality before the law). Tapi prinsip ini seringkali
dilanggar karena berbagai alasan, seperti status sosial, dan ekonomi
seseorang. Oleh karena itu prinsip persamaan di muka hukum harus
diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (equal treatment).

Orang yang